
 

 

 

 

BUPATI REMBANG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  REMBANG 
 

NOMOR   9   TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN REMBANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang :   a.  bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki 

nilai dan arti bagi setiap manusia, dan memiliki muara sebagai 
pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin  
kelangsungan  hidup masa depan yang dapat melayani seluruh 
warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, 
ekonomi dan sebagainya; 

 
                        b. bahwa pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan 

perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan 
kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, maka 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus tersusun 
secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan 
dalam rangka untuk mewujudkan keteresediaan, keterjangkauan , 
kualitas,  kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan 
pendidikan; 

        
 c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus 

mampu mewujudkan masyarakat belajar yang sehat, cerdas, 
terampil serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa;  

 
                        d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  

huruf a, huruf b, dan huruf c  perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  
    

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan 

Ketentuan  Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3039); 
 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 



Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian            
( Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 
 

5. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 
 

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 
 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);    

 
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
 

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 
 

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5046); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4016); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4192); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017)  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 



Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
164); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda 

Kehormatan Satyalancana Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor  89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4769); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863) ; 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864) ; 
 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765); 
 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 



 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2  Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang  Nomor  81); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan 

BUPATI  REMBANG  
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan     :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN 
REMBANG. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
 
1. Daerah  adalah Kabupaten Rembang. 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan urusan 

pemerintahan  oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan rinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

4. Bupati adalah Bupati  Rembang. 
 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rembang. 

 
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.  
 
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Rembang. 
 
8.    Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 
9.   Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik 

untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses 
pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

 
 

 


